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PUTUSAN
Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pdn
ZARE DY 2
4—@"))5;’3&4”53&——4&
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,
tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Tapanuli
Tengah, Propinsi Sumatera Utara, sebagai

Pemohon;
melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
pendidikan SMP, tempat kediaman di XXXX,
Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera
Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

19 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada

hari itu juga dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pdn,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang

melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Termohon di XXXX,

Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX
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tanggal 20 Desember 2015 bertepatan 8 Rabiul awal 1437 H yang
diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosorgadong;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon berdasarkan rasa suka
sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak
manapun juga;
3. Bahwa selama Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1
anak yaitu XXXX, tempat tanggal lahir di Sibolga, 13 Februari 2017, umur 4
tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
perumahan perkebunan XXXXX di XXXX hingga Termohon meninggalkan
rumabh tersebut;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
harmonis, dan bahagia, namun sejak awal November 2018 rumah tangga
Pemohon dan Termohon mulai Goyah, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :

5.1.Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon sebagai

suami dan kepala rumah tangga Termohon;

5.2.Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon;

5.3. Bila dalam keadaan marah, Termohon suka memaki maki
Pemohon dengan bahasa yang tidak layak;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi
pada akhir Desember 2018, bahwa Pemohon tidak sanggup lagi melihat
perlakukan Termohon kepada Pemohon yang disebabkan Termohon tidak
patuh dan hormat lagi kepada Pemohon sebagai suami dari Termohon,
bahwa Pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama selama kurang
lebih 3 tahun lamanya hingga sampai saat Permohonan ini diajukan di
Pengadilan Agama Pandan;
7. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon, namun tidak memperolah hasil. Sehingga Pemohon meyakini
bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk
membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah tidak
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dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan

kesengsaraan lahir dan batin;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak
tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan Cqg Majelis Hakim untuk
berkenan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Putusan
sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk mengikrarkan Talak satu

Raj'i terhadap Termohon Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama

Pandan;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil —
adilnya ( ex aquo et bono );

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak
dapat didengarkan;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
1. Bukti Surat.
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tertanggal 04
Oktober 2012 vyang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah di-nazegelen kemudian ditandatangani oleh Ketua
Majelis, serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 18
Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti tersebut
telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian
ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.2);
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi
adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal terakhir di perumahan perkebunan XXXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik
saja, namun pada bulan November 2018 rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Termohon suka
melawan kepada Pemohon dan ketika bertengkar Pemohon sering
mengucapkan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon 5

(lima) kali bertengkar;
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- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah bersama pada
Desember 2018;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah
lagi selama 2 tahun lebih;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk tetap menjaga
rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin
bercerai;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan antara Pemohon dan
Termohon namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan
Termohon;
Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan,
bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi
adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal terakhir di perumahan perkebunan XXXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik
saja, namun pada bulan November 2018 rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Termohon suka
melawan kepada Pemohon dan ketika bertengkar Pemohon sering
mengucapkan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon 5
(lima) kali bertengkar;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah bersama pada
Desember 2018;
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- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah

lagi selama 2 tahun lebih;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

memperdulikan satu sama lain;

- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk tetap menjaga

rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin

bercerai;

- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan antara Pemohon dan

Termohon namun tetap tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan

Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang
menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu
berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang

memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;
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Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon
telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat
(1) dan (2) Rechtsreglement voor de Buitengewesten/ Reglement untuk Daerah
Seberang (RBg/RDS) jo. Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Termohon tidak pernah hadir, dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan
oleh suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak
pernah hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan
Pasal 154 RBg/RDS jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk
tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang di persidangan
tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
ke ruang sidang sebagai wakil’lkuasanya meskipun Pengadilan Agama Pandan
telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal
Pasal 149 ayat (1) RBg/RDS jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, Termohon harus
dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan
verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
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ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon
tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, meskipun Termohon tidak
pernah hadir di ruang sidang, Majelis Hakim tetap membebankan kepada
Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini
menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus
sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam
pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan
yang akadnya mitsaqgan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk (P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (P.2);

Menimbang bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
dan P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan fotokopi akta
autentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh
karena itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi 3 ayat dan Pasal 5 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo.
Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai istri Termohon,
sebagaimana keterangannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan
bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan Pemohon dengan
Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, oleh karenanya
harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikabh;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan berdomisili di wilayah hukum
Pengadilan Agama Pandan, fakta mana sesuai dengan alat bukti P.1 sehingga
Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Pandan;
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Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang
saksi di persidangan dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa serta
orang dekat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg/RDS jo. Pasal
76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi
syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan tentang
sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon
dengan Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-
dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 RBg/RDS;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui
secara langsung peristiwva hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon
dengan Termohon yaitu percekcokan yang terus menerus yang pada
puncaknya Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama satu
minggu, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan
saling berkaitan dan berhubungan (link and match), meskipun keterangan
saksi-saksi tersebut pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas
(vrijbewijskracht) sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg/RDS, namun karena
saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum
(Recht Gevoig) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-
sebab/alasan-alasan hukum (Vreem de Oozaak), dan saksi-saksi tersebut
mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan
demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat diterima dan
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dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan
Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii Permohonan yang
dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta
hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii Permohonan yang
dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta
hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis hamun
pada bulan November 2018 sudah tidak harmonis;

3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan
Termohon karena Termohon suka melawan dengan Pemohon dan ketika
bertengkar suka memaki-maki Pemohon;

4. Bahwa pada bulan Desember 2018, Termohon pergi dari kediaman
bersama meninggalkan Pemohon;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih
selama 2 tahun 5 bulan, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak saling komunikasi dan tidak peduli;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak
berhasil;

7. Bahwa Pengadilan terlah berupaya untuk mendamaikan namun
Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum permohonan
Pemohon satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian vyaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada
harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah
tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi
unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta
hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon
dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak,
pada bulan Desember 2018 Termohon pergi dari kediaman bersama dan
sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi yang
disebabkan karena Termohon suka melawan dengan Termohon dan ketika
bertengkar suka memaki-maki Pemohon, hal tersebut menunjukkan bahwa
rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya unsur
adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima antara Pemohon dengan
Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua)
tahun 5 (lima) bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara Pemohon
dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak ada
komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa diantara
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Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban
masing-masing;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama
lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,
proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang
kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon
sudah dicoba untuk dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil,
hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah
sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan
Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan, dan saling tidak
menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya
komunikasi atau hubungan lahir dan batin serta tidak dapat mewujudkan hak
dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, selain itu antara Pemohon
dan Termohon sudah dirukunkan namun tetap tidak berhasil merupakan
sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis,
karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak
ada harapan untuk dirukunkan kembali sehingga telah memenuhi unsur
perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketujuh Majelis Hakim telah berupaya
untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat
rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan
pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut
tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni
Pengadilan telah mendamaikan namun tidak berhasil telah terpenuhi dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah
perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam
hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga
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landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (phsysical cruelty),
akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang
menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga
meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun
penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan
berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak,
maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta
hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan
dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian
bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan
dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna
menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan

2 lialle

kalimat s lbedd s

(mencapai maslahat dan menolak mafsadat)
mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya
hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan,
keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan
tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat
yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat
bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah
tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik

menegaskan :
4:115- AE."J'l ‘:g.:.' ‘:g..:' ._IJ'“'_S AE."J.I :!\_#u..a‘_ﬂu..a _',.QHﬂ du..a?_g‘;du..a?

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang
memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja
yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;
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Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan
dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada
isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat
kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana
tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-
Qur’an Surah Ar-Rum Ayat 21:

8355 A5 Jazs lgf] IsiKaud 51551 28umisl 50 35T 35 OF will s
093585 p3alo Y A3 9 ] 2835
Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan
bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat
hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu
mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang
demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir.”
Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
dan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit
terwujud,;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah
tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk
didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan
dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 669
K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “suami istri yang
tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,
maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah
memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” (vide
Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan
Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017) serta dalam Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang
menegaskan bahwa : “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat
kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan
kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (vide Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor
299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei2017);

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan
talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan
pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

arow alll L6 GMall lgss6 0l

Artinya: “Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya,
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah
terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, karenanya permohonan
Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka
petitum permohonan nomor 2 yang mohon izin untuk menjatuhkan talak 1
(satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pandan juga
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI
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1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raji'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Pandan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pandan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 19 Syawal 1442 Hijriah oleh Salamat Nasution, S.H.l., M.A.
sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Zulpan, S.Ag, M.H. sebagai Panitera,
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Suryadi, S.Sy. Salamat Nasution, S.H.l., M.A.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.
Panitera,

H. Zulpan, S.Ag, M.H.
Perincian biaya :

- PNBP 'Rp 60.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 300.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah).
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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